PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : B03/08120/0128/8/DPMPTSP/2023

TENTANG
1ZIN PENYELENGGARAAN BATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Mentmbang ©on Bahwa berdasarkan  surat  permohonan  darl upl
ROSMALL Nomor : 08120 Tanggal : 22 Mel 2023 tentang
Permohonan [zin Penyelenggaraan Satuan Pendldikan
Nuu Formal;
b, Bahwa unluk meningkatkan sumber daya manusia
dilam keglatan belajar mengajar satuan pendidikan non
formal, dipandang perlu menyelenggarakan Satuan

Pendidikan Non Formal,
¢, Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf

(a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat ¢ L. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat I Depok dan

Daerah Tingkat 11 Cllegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Naslonal;
3. Peraturan Pemeriniahh Nomor 73 Tahun 1991 tentang

Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang

Peran Serta Masyarakal dalam Pendidikan Nastonal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar  Naslonal  Pendidikan — sebagalmana  telah
beberapa  kall  diubah  terakhlr  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005;

6.  Peraluran Pemerintah Republilk Indonesta No. 47 Tahun
2008 (entang Wajih Belajar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (entang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Peddidikan
schagalmana (clah dlubah dengan Peraturan Pemerintah

Dokumen Inf telah ditandatangant secara eleltrontk
menggunakan sertifikat elektrontk yang diterbitkan oleh
BSrE

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik;

9. Peraturan Menterl Pendidikan dan Nasional Nomor 49
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Non Formal;

10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Non Formal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasfonal

Pendidikan Anak Usia Dini:
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Anak Usia Dinl;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan;

14 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016
ten Pembentukan t Daerah:

15. Pemtanmfan Walikota momor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan T u Satu Pintu;

16. Peraturan :vrgl?lilota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon:

17. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-
DPMPTSP/2018  tentang Pembentukan Tim Teknis
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cilegon.

Memperhatikan @ Surat Rekomendasl dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon
Nomor : 421.9/1136/BKBSPP Tanggal 05 Juni 2023.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU . Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan
kepada :
Nama Lembaga : LKP MERRY
Jenls / Bentuk Satuan
Pendidikan : Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP)
Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal
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